
 

79 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur dalam 

memutus perkara No. 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn tentang perceraian karena 

suami tidak memberikan nafkah, ialah menggunakan dasar hukum Pasal 34 

ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

majlis hakim memberikan pertimbangan mereka berdasarkan kepada 

kelalaian suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya yang 

mengakibatkan perselisihan antara istri yang meminta nafkah tetapi suami 

tidak mau memberikan nafkah, meninggalkan istri dan anak begitu saja 

tanpa diketahui alasan yang jelas sehingga mengakibatkan istri dan anak 

menderita lahir dan batin, dilihat dari dalil tentang kewajiban memberi 

nafkah QS. Al Baqarah ayat 233, yaitu:
1
 

                                

                             

                                   

                                  

                                       

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban 

ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), 37.  
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seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu 

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.  

Majlis hakim menerima gugatan tersebut berdasarkan fakta hukum yang 

telah terbukti. Karena suami tidak memberikan nafkah serta lalai terhadap 

kewajibannya maka gugatan cerai dikabulkan oleh majlis hakim yang 

memutus perkara. 

2. Analisis yuridis pertimbangan hakim menurut Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU 

No. 1 Tahun 1974 untuk suami tidak memberikan nafkah dan lalai atas 

kewajibannya itu termasuk ke dalam penyebab perceraian, sedangkan untuk 

alasan perceraian terdapat pada Pasal 116 KHI butir (b) dan (f), yang 

berbunyi: “ (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya, (f) antara suami dan isteri terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. 

B. Saran 

1. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam 

memahami undang-undang yang berlaku dan menerapkan 

pertimbangan-pertimbangannya sebelum memutus perkara, meskipun 

mungkin berpedoman pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
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perkawinan namun tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan-

kesalahan yang akan timbul. Dengan semikian, maka diharapkan para 

hakim mempunyai suatu usaha yang maksimal dalam memutuskan 

suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama sehingga keadilan benar-

benar dapat dirasakan oleh semua pihak. 

2. Setiap orang yang akan mengajukan gugatan, hendaknya lebih teliti 

dalam membuat gugatan tersebut, agar gugatan itu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterima oleh 

pengadilan.   

 


